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ABSTRAK

KHITBAH PEREMPUAN KEPADA LAKI-LAKI DALAM
PERSPEKTIF GENDER DAN HUKUM ISLAM Oleh: Fafa Redi,
NIM: 1711110006. Pembimbing I: Dr. Yusmita, M.Ag., dan
Pembimbing II: Drs. H. Tasri, M.A.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1)
Bagaimana khitbah perempuan kepada laki-laki dalam perspektif
gender? (2) Bagaimana khitbah perempuan kepada laki-laki dalam
perspektif hukum Islam?. Tujuan dari penelitian ini, yaitu: (1)
Untuk mengetahui khitbah perempuan kepada laki-laki dalam
perspektif gender dan (2) Untuk mengetahui khitbah perempuan
kepada laki-laki dalam perspektif hukum Islam. Untuk
mengungkapkan persoalan tersebut, peneliti menggunakan metode
library research (kepustakaan) yang bermanfaat untuk memberikan
informasi, fakta, dan data mengenai khitbah perempuan kepada
laki-laki dalam perspektif gender dan hukum islam. Kemudian
data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab
permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan menggunakan metode perbandingan. Dari hasil
penelitian ini ditemukan bahwa (1) Khitbah perempan kepada laki-
laki sudah sesuai dengan kesetaraan gender. (2) Khitbah
perempuan kepada laki-laki sudah sesuai dan tidak bertentangan
dengan hukum Islam.

Kata Kunci : Khitbah, Perempuan, Laki-laki, Gender, Hukum Islam.
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MOTTO

لصَّبرِۡ وَالصَّلٰوةِ  ِ نـُوۡا  وَاسۡتَعِيـۡ
“Dan Mohonlah Pertolongan (Kepada Allah) Dengan Sabar dan Sholat”.

(Al-Baqarah; 45)

Gelar Apapun Boleh Dikejar, Gelar Sajadah Tidak

Boleh Ditinggal
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Transaksi nikah dalam Islam tergolong transaksi yang

paling agung dan paling  tinggi kedudukannya, karena ia hanya
terjadi pada makhluk yang paling agung di bumi, yakni
manusia yang dimuliakan Allah SWT sebagaimana firman-Nya1

                       
                  
   

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan) Nya adalah Dia
menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan (hidup) dari jenis kamu
sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara
kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat bukti-bukti bagi kaum yang berpikir (tentang
kuasa dan nikmat Allah swt)” (Q.S. Ar-Rum:21).

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa2. Tujuan perkawinan
sebagaimana yang diisyaratkan oleh Alquran dan Undang-
undang dapat diwujudkan dengan baik dan sempurna jika
perkawinan tersebut sejak proses pendahuluannya berjalan
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh
agama3.

1Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam),
(Jakarta: Amzah, 2010),  h. 67.

2Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
3Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta:

Graha Ilmu 2011), h. 9.
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Syariat Islam menghendaki pelaksanaan pranikah
(peminangan) untuk menyingkap kecintaan kedua pasang
manusia yang akan mengadakan transaksi nikah, agar dapat
membangun keluarga yang didasarkan pada kecintaan yang
mendalam. Dari keluarga inilah muncul masyarakat yang baik,
yang dapat melaksanakan syariat Allah dan sendi-sendi ajaran
agama Islam yang lurus.4. Menurut tradisi ahli syara’,
pendahuluan transaksi nikah disebut khitbah5. Di Indonesia
sendiri lebih dikenal dengan istilah pinangan atau lamaran.

Khitbah adalah sebuah cara bagi masing-masing pihak
(suami-istri) untuk saling mengenal di antara keduanya. Karena
khitbah tersebut merupakan jalan untuk mempelajari akhlak,
tabiat dan kecenderungan masing-masing dari keduanya. Akan
tetapi hal itu harus dilakukan sebatas yang diperbolehkan secara
syariat, dan itu sudah sangat cukup sekali. Jika telah ditemukan
rasa kecocokan dan keselarasan maka sudah mungkin untuk
dilangsungkannya pernikahan yang merupakan ikatan abadi
dalam kehidupan. Dengan demikian, kedua belah pihak akan
dapat merasa tentram bahwa mereka berdua akan hidup
bersama dengan selamat, aman, bahagia, cocok, tenang, dan
penuh rasa cinta, yang kesemuanya itu merupakan tujuan-
tujuan yang sangat ingin diraih oleh semua pemuda dan pemudi
serta keluarga mereka6.

Jumhur ulama' mengatakan bahwa pinangan itu tidak
wajib, sedangkan Dawd Az-Zhahiri mengatakan bahwa
pinangan itu wajib, sebab peminangan itu tindakan menuju
kebaikan. Walaupun para ulama' mengatakan tidak wajib,
khitbah hampir dipastikan dilaksanakan, dalam keadaan
mendesak atau dalam kasus-kasus "kecelakaan"7.

4Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Al-
Usratul Wa Ahkamuha Fil Tasyri’il Islami, terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah,
2017),  h. 7.

5Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Al-
Usratul Wa Ahkamuha.., h. 8.

6Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie Al-
Kattan. dkk, (Jakarta: Gema Insani,2011), jilid.9, h. 21.

7Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat I, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.
146-147.
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Khitbah (peminangan) yang sering dijumpai di
masyarakat adalah laki-laki yang mengkhitbah perempuan,
seperti yang dijelaskan dalam buku-buku fiqih bab munakahat
yang membahas tentang khitbah yang menggambarkan bahwa
laki-lakilah yang mengkhitbah perempuan.

Namun, terdapat beberapa fenomena yang terjadi di
mana seorang wanita yang mengkhitbah atau meminang laki-
laki. Pada daerah  yang menganut sistem matrilinial seperti di
daerah pariaman (Sumatera Barat) yang  memberikan hak
khitbah kepada perempuan dan dikenal dengan istilah Bajapuik.

Tidak hanya pada sistem matrilinial, pada sebagian
daerah yang menganut sitem patrilinial di Indonesia juga
memiliki tradisi perempuan yang meminang laki-laki, sebagai
contoh yang terjadi di sebagian daerah Tulungagung,
Lamongan, Bllitar (Jawa Timur), Rembang (Jawa Tengah).

Namun, pada buku-buku fikih yang membahas mengenai
khitbah dapat dipahami bahwa hak khitbah diberikan kepada
laki-laki. Hal tersebut dapat dilihat dalam penjelasan mengenai
syarat perempuan yang boleh dipinang adalah yang tidak
bersuami, tidak dalam masa iddah, dan tidak dalam pinangan
orang lain8.

Dalam hukum Islam, khitbah juga merupakan hak bagi
laki-laki. Hal tersebut dapat dilihat dalam ayat dalam al-Quran
yang menyebutkan tentang khitbah terdapat dalam surat al-
baqarah ayat 235:

                    
        

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita
itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan
mengawini mereka) dalam hatimu”.

8Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam
kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-negara Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h.
73.
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Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa
diperbolehkan meminang perempan secara sindiran bagi
perempuan yang sedang masa iddah. Hal tersebut menunjukkan
bahwa ayat di atas di tujukan kepada laki-laki dan dapat
dipahami juga bahwa dalam khitbah merupakan hak bagi laki-
laki.

Selain itu dalam hadits tentang khitbah yang masyhur di
kalangan masyarakat khususnya dalam ruang lingkup
munakahat serta dapat dijadikan sebagai rujukan adalah hadits
tentang kriteria dalam memilih seorang perempuan untuk
dijadikan istri atau pasangan.

ثَنيِ سَعِيدُ  َِّ قاَلَ حَدَّ ثَـنَا يحَْيىَ عَنْ عُبـَيْدِ ا ثَـنَا مُسَدَّدٌ حَدَّ حَدَّ
َُّ عَنْهُ  رَةَ رَضِيَ ا عَنْ النَّبيِِّ بْنُ أَبيِ سَعِيدٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  الْمَرْأَةُ لأَِرْبَعٍ لِمَالهِاَ تُـنْكَحُ :صَلَّى ا
ينِ تَربَِتْ يَدَاكَ  وَلحَِسَبِهَا وَلجِمََالهِاَ وَلِدِينِهَا فاَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّ

Artrinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah
menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata: Telah
menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu
Hurairah radliyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam,
beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena
hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena
agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan
beruntung” (HR. Bukhari 4700).

Hadits di atas cukup populer di kalangan masyarakat
umum. Hadits yang menjelaskan mengenai kriteria-kriteria
wanita yang baik untuk dinikahi dan ditujukan kepada laki-laki
sebagai tolak ukur dalam memilih wanita sekaligus anjuran
untuk menikahi wanita karena agamanya.

Memilih calon pasangan atau calon istri merupakan
langkah awal dalam melakukan khitbah, melalui hadits tersebut
diajarkan untuk memilih jodoh yang baik dan utamakan dari
segi agamanya. Namun, yang muncul hanyalah hadits yang
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menjelaskan tentang kriteria-kriteria perempuan yang bisa
dijadikan pasangan atau istri saja dan tidak dengan sebaliknya.
Hal tersebut juga mendukung bahwa khitbah merupakan hak
laki-laki.

Dalam hukum positif juga memberikan gambaran tentang
khitbah lebih dominan ke arah laki-laki yang mengkhitbah
perempuan. Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab III
tentang peminangan yang terdiri dari 3 pasal yakni pasal 11, 12,
dan 13. Dalam bab tersebut, pasal 11 menjelaskan khitbah secara
umum, pasal 13 menjelaskan tentang konsekuensi atau akibat
hukum dari peminangan, dan pada pasal 12 menjelaskan
ketentuan-ketentuan dalam peminangan dimana pasal tersebut
hanya menentukan ketentuan pinangan bagi seroang laki-laki
yang akan mengkhitbah atau meminang perempuan. Untuk
ketentuan jika perempuan yang mengkhitbah laki-laki tidak
ditemukan pada bab tersebut, padahal di Indonesia sendiri juga
terdapat fenomena perempuan yang mengkhitbah laki-laki.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 6 ayat
1 menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas
persetujuan kedua calon mempelai, hal tersebut menujukkan
bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama
mempunyai hak untuk memilih pasangannya masing-masing.
Proses memilih tersebut dapat terjadi dan dimulai dari proses
khitbah atau peminangan, tapi baik dalam kompilasi hukum
Islam maupun hukum positif hanya dominan menjelaskan
keadaan laki-laki yang mengkhitbah perempuan dan tidak
dengan sebaliknya.

Dalam hukum islam maupun hukum positif menjelaskan
bahwa khitbah merupakan hak bagi laki-laki. Padahal khitbah
juga bisa berasal dari pihak perempuan seperti yang terjadi di
sebagian daerah yang telah disebutkan sebelumnya. Namun,
dalam hukum islam hanya dominan mengatur mengenai
khitbah laki-laki kepada perempan dan tidak dengan
perempuan kepada laki-laki.

Beberapa ulama fikih seperti Sayyid Sabiq, Wahbah
Zuhaili, dan Mahmud Al Mashri memberikan pengertian bahwa
khitbah dilakukan oleh laki-laki, dan sekaligus menunjukkan
bahwa khitbah merupakan hak seorang laki-laki. Berdasarkan
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hal tersebut memunculkan suatu bentuk stereotip (pelabelan)
bahwa hak khitbah diberikan kepada seorang laki-laki.

Jika berbicara mengenai hak, maka khitbah merupakan
bagian dari hak, yakni hak untuk memilih calon pasangan
sebelum melakukan perkawinan. Hak untuk memilih tersebut
seharusnya melekat dan dimiliki oleh laki-laki maupun
perempuan. Namun pada pembahasan-pembahasan mengenai
khitbah, hak khitbah tersebut hanya diberikan kepada laki-laki
saja sehingga bentuk menimbulkan ketidaksetaraan gender
dalam hal khitbah tersebut.

Dalam konsep kesetaraan, tujuan perkawinan akan
tercapai jika didalam keluarga tersebut dibangun atas dasar
berkesetaraan dan berkeadilan gender. Kesetaraan dan keadilan
gender merupakan kondisi dinamis, dimana laki-laki dan
perempuan sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan, dan
kesempata yang dilandasi oleh saling menghormati,
menghargai, dan bantu-membantu di berbagai sektor
kehidupan9.

Melalui latar belakang tersebut penulis tertarik untuk
mengkaji mengenai khitbah perempuan kepada laki-laki, yang
akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul
“Khitbah Perempuan Kepada Laki-laki Dalam Perspektif Gender
dan Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi

rumusan adalah:
1. Bagaimana khitbah perempuan kepada laki-laki dalam

perspektif gender?
2. Bagaimana khitbah perempuan kepada laki-laki dalam

perspektif hukum Islam?
C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui khitbah perempuan kepada laki-laki

dalam perspektif gender.
2. Untuk mengetahui khitbah perempuan kepada laki-laki

dalam perspektif hukum Islam

9Mufidah Ch, Paradigma Gender, (Malang: Bayumedia, 2003), h. 18.
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D.Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang khitbah
khususnya khitbah perempuan kepada laki-laki dalam
perspektif gender dan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis
Secara praktis penelitian ini merupakan salah satu syarat

penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi dan
diharapakan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan
bagi penulisan lanjutan yang berkaitan dengan khitbah.

E. Penelitian Terdahulu
Melalui hasil penelusuran penulis, terdapat beberapa

literatur penelitian terdahulu yang berkaitan dengan khitbah
perempuan kepada laki-laki, yaitu:

Pertama, Skripsi yang berjudul ‘Pandangan Hukum Islam
Terhadap Implementasi Uang Hantaran (Studi Kasus Di Desa
Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan).
Skripsi ini diteliti pada tahun 2019 oleh Pranata Dian Sari yang
saat itu merupakan mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri
Bengkulu. Skripsi tersebut meneliti tentang salah satu bentuk
adat di daerah tersebut saat melakukan khitbah atau
peminangan yakni adanya uang hantaran dari pihak laki-laki
untuk pihak perempuan.

Kedua, Skripsi yang berjudul ‘Pengaruh Khitbah Terhadap
Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa
Rejowinangun Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar)’.
Skripsi ini diteliti pada tahun 2018 oleh Ajeng Dewi Anggraini,
kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakata.
Skripsi tersebut meneliti tentang salah satu adat yang ada di
desa Rejowinangun yakni perempuan yang mengkhitabah laki-
laki dengan rumusan masalah bagaimana pengaruh adat
tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif
normatif dan yuridis. Kesimpulan dari skripsi tersebut bahwa
dari 10 keluarga yang jadi sampel 7 diantarnya yang lebih
berperan penting adalah pihak perempuan (istri), mereka
bekerja di luar rumah seperti di kantor, toko, TKW dan lain-lain,
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sedangkan pihak laki-laki (suami) bekerja di rumah. Secara
normatif dan yuridis hal ini tidak menjadi masalah.

Ketiga, Skripsi yang berjudul ‘Pinangan Perempuan Dalam
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rembang,
Kecamtan Ngadiluwuh, Kabupaten Kediri)’. Skripsi ini diteliti
pada tahun 2016 oleh Elmi Nuriyana Hidayati, kuliah di Institut
Agama Islam Negeri Tulungagung. Skripsi ini membahas
tentang proses pelaksanaan, faktor-faktor yang melatarbelakangi
pelaksanaan khitbah yang dilakukan oleh perempuan di daerah
tersebut serta bagaimana dalam perspektif hukum Islam
terhadap hal tersebut.

Kesimpulan dari skripsi tersebut bahwa proses khitbah
dimulai dari pihak perempuan datang berkunjung ke rumah
pihak laki-laki dengan membawa seserahan dan melibatkam
seluruh pihak keluarga. Kemudian selang beberapa minggu
pihak laki-laki berkunjung ke rumah keluarga pihak perempuan
dengan membawa seserahan yang hampir sama ketika pihak
perempuan datang berkunjung ke rumah pihak laki-laki. Faktor
yang melatarbelakanginya yaitu Untuk menghormati nenek
moyang di desa Rembang, Pihak keluarga perempuan menjadi
lebih terhormat dan terpandang dikalangan masyarakat,
Masyarakat desa meyakini jika yang melaksanakan peminangan
perempuan nantinya keluarga dari pihak perempuan akan
mendapatkan rezeki yang melimpah. Dalam hukum Islam tidak
ada larangan untuk perempuan mengkhitbah laki-laki.

Keempat, Skripsi yang berjudul ‘Praktik Peminangan Oleh
Perempuan Kepada Laki-laki Di Desa Japan Kecamatan Babadan
Kabupaten Ponorogo Perspektif Fiqh Munakahat’. Skripsi ini
diteliti pada tahun 2019 oleh Fatkhurozi, kuliah di Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo. Skripsi ini membahas tentang
bagaimana praktik dan tinjauan Fiqh Munakahat terhadap relasi
peran suami istri dari peminangan oleh perempuan kepada laki-
laki di desa Japan kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo.

Kesimpulan dari skripsi tersebut bahwa praktik peminangan
oleh perempuan kepada laki-laki di daerah tersebut bukan
termasuk pola peminangan yang dilarang, serta adanya pola
relasi peran suami-istri yang sesuai dengan ketentuan fiqh
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munakahat yaitu peran istri membantu mencari nafkah dan
peran suami membantu istri mengurus rumah.

F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini berbentuk kepustakaan (library
research). Penelitian jenis ini merupakan riset yang
memfokuskan diri untuk menganalisis atau menafsirkan
bahan tertulis berdasarkan konteksnya10. Penelitian ini akan
dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelah
sumber-sumber atau dokumen-dokumen yang ada kaitannya
dengan pembahasan ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan
menggunakan metode perbandingan. Pada penelitian ini
penulis akan membandingkan antara teori-teori gender dan
hukum islam terhadap fenomena khitbah perempuan kepada
laki-laki.

2. Sumber Data
a) Sumber Primer

Sumber data primer pada penelitian ini bersumber dari
Hukum Islam dan Hukum Positif. Hukum Islam berasal
dari pendapat para fuqaha berkenaan khitbah dan gender
yang tentunya bersumber dari al-qur’an dan hadits.
Sedangkan, Hukum Positif berasal dari, Kompilasi Hukum
Islam dan peraturan perundang-undangan..

b) Sumber Sekunder
Sumber data sekunder berasal dari jurnal-jurnal,

penelitian terdahulu, serta dokumen lain yang berkenaan
dengan khitbah dan gender, terkhusus yang berkaitan
dengan khitbah perempuan kepada laki-laki.

3. Teknik Analisis Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan

dilakukan dengan mengumpulkan data-data, baik yang
berasal dari sumber data primer maupun sumber data
sekunder. Kemudian, hasil dari pengumpulan data tersebut

10Adnan Mahdi, Mujahidin. Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun
Skripsi, Tesis, dan Disertasi. (Bandung; Alfabeta, 2014), h. 126.
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dengan cara mengkritisi, mendukung, serta memberikan
komentar. Sehingga dapat membuat suatu kesimpulan.

Kesimpulan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian
sesuai dengan fakta yang didukung oleh kajian pustaka.
Metode analisis yang digunakan adalah metode perspektif.
Metode analisi ini digunakan dengan memberikan justifikasi
(penilaian) tentang objek yang diteliti.

G.Sistematika Pembahasan
Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman skripsi ini,

maka perlu dibuat sistematika pembahasan sebagai gambaran
umum mengenai isi skripsi ini. Penulisan skripsi ini terbagi
menjadi lima bab yaitu:

Bab I, pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika
penulisan.

Bab II dan bab III berisikan landasan teori. Pada bab II
berisikan landasan teori mengenai khitbah, yang membahas
tentang pengertian khitbah, dasar hukum khitbah, khitbah
perempuan kepada laki-laki, dasar hukumnya, syarat-syaratnya,
tata caranya, hikmahnya, serta khitbah dalam hukum positif.

Bab III berisikan landasan teori tentang gender,  yang
membahas tentang pengertian gender, teori-teori gender, gender
dalam al-qur’an, serta gender dalam keluarga.

Bab  IV, berisikan deskripsi tentang khitbah perempuan
kepada laki-laki dalam perspektif gender dan hukum Islam

Bab V, merupakan bab penutup. Dalam bab ini, peneliti
akan memaparkan hasil penelitian yang terdiri dari: kesimpulan
dan saran dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam bab
sebelumnya.
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BAB II

KHITBAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Khitbah dalam Hukum Islam
1. Pengertian Khitbah

Al-Khitbah berasal dari lafadz khathiba, yakhthibu,
khithbatun. Terjemahannya ialah lamaran atau pinangan. Al-
Khitbah ialah permintaan seorang laki-laki kepada seorang
perempuan untuk dijadikan istri menurut cara-cara yang
berlaku di kalangan masyarakat. Dalam pelaksanaan khitbah
(lamaran) biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan
keadaan dirinya dan keluarganya. Khitbah merupakan
pendahuluan perkawinan, disyariatkan sebelum ada ikatan
suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan
didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta
kesadaran masing-masing pihak.11

Khitbah merupakan transliterasi dari bahasa Arab
yang berasal dari memiliki makna pinangan atau lamaran.
Pinangan berasal dari kata pinang yang kata kerjanya
meminang berarti melamar anak perempuan (supaya menjadi
istrinya), peminang yang berarti orang yang meminang,
peminangan berarti perbuatan, cara meminang dan pinangan
berarti permintaan hendak memperistri.12 Sedangkan lamaran
berasal dari kata lamar yang kata kerjanya melamar berarti
meminang, melamarkan berarti meminangkan, lamaran
berarti pinangan; permintaan, pelamar berarti orang yang
melamar, dan lamaran yang berarti pinangan.13

Wahbah Zuhaili memberikan definisi khitbah adalah
mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang
perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut
kepada perempuan tersebut bisa dilakukan secara langsung
oleh lelaki yang hendak mengkhitbah, atau bisa juga dengan
cara memakai perantara keluarganya. Jika si perempuan yang

11Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah jilid 2, (Beirut: Darul Fikri), h. 16.
12Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,

(Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.1183-1184.
13Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar.., h. 865.
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hendak di khitbah atau keluarganya setuju maka tunangan
dinyatakan sah.14 Sedangkan menurut Amir syarifudin,
khitbah merupakan penyampaian kehendak untuk
melangsungkan ikatan perkawinan. Peminangan disyariatkan
dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya
diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.15

Khitbah merupakan langkah awal yang dilakukan dari
serangkaian kegiatan ketika akan melangsungkan
pernikahan. Khitbah merupakan bentuk permintaan dengan
tujuannya agar dapat melaksanakan pernikahan antara laki-
laki dan perempuan. Khitbah dapat dilakukan secara
langsung ataupun sindiran, baik disampaikan oleh orang
yang secara langsung maupun melalui perwakilan.

2. Dasar Hukum Khitbah
Terdapat banyak Al-Qur’an dan hadis nabi yang

membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan
secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan
melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk
mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik
dalam Al-Qur’an maupun dalam hadis nabi.

Mayoritas ulama menyatakan bahwa hukum khitbah
tidaklah wajib, namun ibnu Rusyd dalam Bidayat al-Mujtahid
yang menukilkan pendapat Daud al-Zhahiriy yang
mengatakan hukumnya adalah wajib. Ulama ini mendasarkan
pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan
Nabi dalam peminangan itu.16

Berikut ini beberapa ayat Al-Qur’an serta hadis yang
membicarakan tentang peminangan:
a. Al-Qur’an

14Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu..., h. 20-21.
15Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta:

Kencana, 2007), h. 49- 50.
16Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan..., h. 50.
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                 
                   

                  
                

                   
      

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-
wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan
(keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui
bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu
janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara
rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan
yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk
beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah
bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka
takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyantun (Q.S. Al-Baqarah/2;235).

b. Hadis

َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َِّ صَلَّى ا عَنْ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا
وَلاَ يبَِعْ عَلَى بَـيْعِ لاَ يخَْطُبْ أَحَدكُُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ 

ِِذْنهِِ  أَخِيهِ إِلاَّ 
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Artinya: Dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah shallallahu
'alaihi wa sallam bersabda:"Janganlah salah seorang diantara
kalian meminang pinangan saudaranya, dan janganlah ia
menjual sesuatu yang sedang dalam penawaran saudaranya
kecuali dengan seizinnya (Muttafaqun Alaih)".17

Walaupun mayoritas ulama menetapkan khitbah tidaklah
wajib dan pendapat yang mewajibkan khitbah hanya berasal
dari Imam Daud al-Zhahiri. Namun, dapat dipastikan khitbah
akan dilaksanakan terkhusus di Indonesia sendiri. Khitbah
bukanlah hal yang wajib dilaksanakan, tapi khitbah
merupakan hal yang sangat lazim dilakukan ketika akan
melangsungkan perkawinan.

Khitbah telah menjadi sebuah tradisi yang banyak
dilakukan di semua tempat, termasuk dalam hukum adat,
dan dilakukan dengan tata cara yang berlaku di setiap tempat
tersebut. Khitbah sudah menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari sebuah pernikahan, setiap akan
melangsungkan pernikahan, maka khitbah akan dilalui
terlebih dahulu.

3. Syarat-syarat khitbah
a. Syarat mustahsinah

Syarat mustahsinah bukan merupakan syarat wajib yang
dipenuhi sebelum peminangan dilakukan akan tetapi
hanya berupa anjuran dan menjadi kebiasaan yang baik
saja. Tanpa ada syarat mustahsinah peminangan tetap sah18.
Yang termasuk syarat-syarat mustahsinah ialah:
1) Wanita yang dipinang itu hendaklah sejodoh, dengan

laki-laki yang meminangnya, seperti sama
kedudukannya dalam masyarakat, sama-sama baik
bentuknya, sama dalam tingkat kekayaan, sama-sama
berilmu dan sebagainya.

2) Wanita yang akan dipinang itu hendaklah wanita yang
mempunyai sifat kasih sayang dan wanita yang peranak.

17Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Bulughul maram, (Pustaka
Imam Adz-Dzahabi), h. 481.

18Hady Mufa’at Ahmad, Fikih Munakahat, (Tanggerang: Duta Grafika,
1992), h. 38.
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3) Wanita yang akan dipinang itu hendaklah wanita yang
jauh hubungan darah dengan laki-laki yang
meminangnya.

4) Hendaklah mengetahui keadaan jasmani, budi pekerti
dan sebagainya dari wanita yang dipinang. Sebaliknya
yang dipinang sendiri harus mengetahui juga keadaan
yang meminangnya19.

Syarat mustahsinah ini merupakan sebuah syarat yang
bersifat anjuran bagi setiap laki-laki yang ingin meminang
wanita agar ia meneliti terlebih dahulu wanita yang akan
dikhitbahnya, dengan adanya syarat mustahsinah tersebut
diharapkan seorang laki-laki dapat memilih wanita yang
tepat agar nantinya dapat membentuk keluarga sesuai
dengan yang dicita-citakan.

b. Syarat lazimah
Syarat lazimah adalah syarat yang wajib dipenuhi

sebelum peminangan dilakukan20. Dengan demikian syarat
lazimah ini mempengaruhi sah atau tidaknya khitbah yang
dilakukan, yang termasuk di dalamnya yaitu:
1) Wanita yang dipinang tidak istri orang lain dan tidak

dalam pinangan laki-laki atau apabila sedang dipinang
oleh laki- laki lain, laki-laki tersebut telah melepaskan
hak pinangnya.21

2) Wanita yang dipinang tidak dalam masa iddah talak
raj’i, karena yang lebih berhak menikahinya adalah
mantan suaminya. Mantan suaminya boleh merujuknya
kapan saja dia kehendaki dalam masa iddah itu22. Hal
ini sesuai dengan firman Allah SWT:

                  

19Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta:
Bulan bintang, 2010), h. 34-35.

20Kamal Muchtar, Asas-Asas..., h. 35.
21Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 1998), h. 65.
22Ahmad Rofiq, Hukum Islam..., h. 65.
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Artinya:”Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam
masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki
ishlah.” (Al-Baqarah:228).

Selain itu mengenai khitbah yang dilakukan
kepada wanita yang dalam masa iddah karena suaminya
meninggal dunia dan iddah karena talak bain dapat
dilihat dalam al-Quran pada surat al-Baqarah ayat 235:

                  
                  

                 
                 

                    
     

Artinya:” Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-
wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan
(keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah
mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka,
dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin
dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan
(kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf”. (Al-Baqarah:235).

Ayat di atas menunjukkan bahwa wanita yang
iddah karena suaminya meninggal dan iddah talak bain
tidak boleh dikhitbah dengan cara terang-terangan
(shorih), merek hanya boleh dikhitbah secara sindiran
saja (kinayah).
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4. Jenis-jenis Khitbah
Jenis khitbah ada dua macam yaitu khitbah shorih

(terang-terangan) dan jenis khitbah dengan kinayah (sindiran).
a. Khitbah Shorih

Khitbah yang mengungkapkan keinginan menikah
secara terang-terangan, seperti berkata “saya ingin
menikahimu”, atau “jika iddahmu selesai maka saya akan
menikahimu”23. Khitbah shorih ini boleh dilakukan
terhadap wanita yang bebas dari ikatan pernikahan dan
dan masa iddah. Selain dalam dua keadaan tersebut maka
seorang wanita tidak diperkenankan untuk dikhitbah
secara shorih (terang-terangan) ini.

b. Khitbah Kinayah (sindiran)
Khitbah kinayah berupa sebuah ucapan yang dapat

memberi pengertian bahwa si lelaki bermaksud untuk
menikah, namun secara jelas. Termasuk dalam hal ini
adalah memberi hadiah atau sesuatu yang mengandung
kemungkinan ingin atau tidak untuk menikahi, seperti
perkataan “kamu cantik, betapa banyak laki-laki
mencintaimu, adakah orang yang dapat menemukan
perempuan secantikmu, aku tidak membencimu, semoga
Allah memberiku karunia perempuan shalehah dan
semisalnya”24. Khitbah secara kinayah diperbolehkan
terhadap wanita yang sedang dalam masa iddah talak bain
dan yang ditinggal mati suaminya.

5. Ketentuan-ketentuan khitbah
a. Dilarang Mengkhitbah Perempuan yang Telah diKhitbah

Ulama telah berijma’ (bersepakat) akan keharaman
khitbahnya orang kedua setelah orang pertama25. Hal ini
berdasarkan hadits:

23Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu..., h. 26
24Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu..., h. 27
25Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu..., h. 21.
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عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ص قاَلَ: الَْمُؤْمِنُ اَخُو 
تَاعَ عَلَى بَـيْعِ اَخِيْهِ وَ لاَ اْلمؤُْمِنِ فَ  لاَ يحَِلُّ لِلْمُؤْمِنِ اَنْ يَـبـْ

.يخَْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ اَخِيْهِ حَتىَّ يَذَرَ 
Artinya: Dari ‘Uqbah bin ‘Amir, bahwasanya Rasulullah SAW
bersabda, Orang mukmin itu saudara orang mukmin yang lain,
maka tidak halal bagi seorang mukmin menawar atas tawaran
saudaranya, dan tidak boleh ia meminang
atas pinangan saudaranya sehingga saudaranya
itu meninggalkannya26”.

Hadits tersebut menjelaskan bahwa Nabi Saw
melarang seorang laki-laki meminang perempuan yang
telah dipinang oleh laki-laki lain sebelumnya sampai
wanita tersebut memberi keputusan untuk menerima atau
menolak pinangan dari laki-laki yang pertama meminang
tersebut.

b. Melihat Wanita yang Dikhitbah
Islam memperbolehkan melihat perempuan yang

akan dipinang, hal ini berdasarkan hadits:

رَةِ بْنِ شُعْبَةَ انََّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَـقَالَ النَّبيُِّ ص:  عَنِ اْلمغُِيـْ
نَكُمَا هَا فاَِنَّهُ اَحْرَى اَنْ يُـؤْدَمَ بَـيـْ انُْظرُْ اِلَيـْ

Dari Mughirah bin Syu’bah, sesungguhnya ia pernah meminang
seorang wanita, lalu Nabi SAW bersabda, “Lihatlah dia, karena
sesungguhnya hal itu lebih menjamin untuk melangsungkan
hubungan kamu berdua27”.

26Ahmad, Kutubut Tis’ah, hadis no. 8966.
27Bukhori, Kutubut Tis’ah, hadis no. 1007.
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Mayoritas ulama berpendapat bahwa batasan
melihat wanita yang dikhitbah adalah melihat muka dan
kedua tanganya saja. Sebab, dengan melihat mukanya
dapat diketahui kecantikan dan keburukannya. Dan
dengan melihat kedua tangannya, dapat diketahui kondisi
fisiknya. Dawud berpendapat bahwa laki-laki yang
meminang dibolehkan melihat seluruh tubuh perempuan
yang dipinangnya. Al-Auza'i berpendapat bahwa laki-laki
yang meminang dibolehkan melihat bagian-bagian
tumbuhnya daging28.

Dilihat dari beberapa perbedaaan ulama mengenai
batasan bagian tubuh wanita yang dikhitbah maka dapat
ditarik sebuah pemahaman sederhana bahwa batasan
bagian tubuh wanita yang boleh dilihat oleh laki-laki yang
mengkhitbahnya adalah minimal bagian muka dan kedua
tangannya. Hal tersebut merupakan pendapat mayoritas
ulama, dan juga termasuk bagian dari pendapat Dawud
dan Al-Auza’i, karena muka dan telapak tangan
merupakan bagian seluruh tubuh dan tempat daging
tumbuh.

c. Dilarang Berduaan dengan Wanita yang Sudah di Khitbah

لِثَـهُمَا الشَّيْطاَنُ  َ ِِمْرَأَةٍ فإَِنَّ  وَلاَ يخَْلُوَنَّ رَجُلٌ 
Artinya: Janganlah seorang pria ber-khalwat dengan seorang
wanita (tanpa disertai mahram-nya) karena sesungguhnya yang
ketiganya adalah setan29.

Khitbah belum menjadikan seorang laki-laki dan
perempuan menjadi pasangan suami istri yang sah, oleh
karenanya dilarang bagi seorang laki-laki berduaan dengan
perempuan yang telah dikhitbahnya sebelum akad nikah
dilaksanakan. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi
suatu perbuatan yang dilarang oleh agama. Jika ingin

28Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah..., h. 232.
29Ahmad, Kutubut Tis’ah, hadis no. 109.
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melaksanakan pertemuan maka haruslah ada mahram
yang menemani.

d. Dilarang Mengkhitbah Wanita dalam Masa Iddah
Jika perempuan yang akan dipinang sedang

menjalani masa iddah karena talak raj'i, maka dia tidak
diperbolehkan untuk dipinang, karena statusnya masih
berada dalam ikatan pernikahan. Selama perempuan
tersebut menjalani masa iddah, suami yang menalaknya
berhak untuk merujuknya kembali30.

Bagi perempuan yang sedang menjalani masa iddah
karena ditalak ba’in oleh suaminya, maka dia tidak boleh
dipinang secara terang-terangan sebab juga masih
diperbolehkan menikahinya lagi meskipun dengan akad
yang baru. hak suami masih melekat pada dirinya dan
suami jika seseorang meminang perempuan yang sedang
menjalani masa iddah, itu artinya dia menghilangkan hak
suami untuk kembali kepadanya31.

Khitbah perempuan dalam masa iddah talak raj’i
tidak diperbolehkan, sedangkan pada masa iddah talak
bain dan iddah yang disebabkan oleh ditinggal mati
suaminya hanya diperbolehkan secara sindiran dan tidak
boleh dilakukan secara terang-terangan.

6. Hikmah Khitbah
a. Wadah perkenalan antara dua belah pihak yang akan

melaksanakan pernikahan. Dalam hal ini, mereka akan
saling mengetahui tata etika calon pasangannya masing-
masing,kecenderungan bertindak maupun berbuat
ataupun lingkungan sekitar yang mempengaruhinya.
Walaupun demikian, semua hal itu harus dilakukan dalam
koridor syariah. Hal demikian diperbuat agar kedua belah
pihak dapat saling menerima dengan ketentraman,

30Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah..., h. 226.
31Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah..., h. 226.
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ketenangan, dan keserasian serta cinta sehingga timbul
sikap saling menjaga, merawat dan melindungi32.

b. Sebagai penguat ikatan perkawinan yang diadakan
sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah
pihak dapat saling mengenal. Bahwa Nabi SAW berkata
kepada seseorang yang telah meminang perempuan:”
melihatlah kepadanya karena yang demikian akan lebih
menguatkan ikatan perkawinan33.

c. Melalui pinangan ini, masing-masing pihak bisa saling
mengerti kondisi masing-masing, sehingga dalam
kehidupan rumah tangga mereka nantinya bisa saling
menyesuaikan diri dan keharmonisan rumah tangga yang
diinginkan islam dapat mereka ciptakan34.

B. Khitbah dalam Hukum Positif
1. Dasar Hukum Khitbah

Hukum positif yang membahas perkawinan terdiri dari
dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang
nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-
Undang nomor 1 tahun 2019, dan Kompilasi hukum Islam.
Namun, dari ketiganya hanya Kompilasi Hukum Islam yang
memuat pasal mengenai peminangan. Pasal yang memuat
tentang peminangan pada Kompilasi Hukum Islam terdapat
dalam bab I pasal 1 bagian a serta bab III pasal 11, 12, dan 13.
Dalam bab I pasal 1 bagian a dikatakan peminangan ialah
kegiatan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan
perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.

Pada bab III pasal 11 menyatakan bahwa: peminangan
dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak
mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh
perantara yang dapat dipercaya. Pada pasal ini menunjukkan
bahwa peminangan itu diperbolehkan, dan dapat dilakukan
oleh orang yang ingin meminang secara langsung ataupun
melalui perwakilan yang dipercayainya35.

32Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu..., h.21.
33Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan..., h. 50.
34Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru

Van Hoeve, 1997), h. 928.
35Kompilasi Hukum Islam, Pasal 11.
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Pasal 12 terdiri dari empat ayat. Ayat pertama berbunyi:
Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang
masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa
iddahnya. Ayat kedua menyatakan: Wanita yang ditalak
suami yang masih berada dalam masa iddah raj’iah, haram
dan dilarang untuk dipinang. Ayat ketiga pasal 12
menyatakan: Dilarang juga meminang seorang wanita yang
sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut
belum putus atau belum ada penolakan dan pihak wanita.
Ayat keempat pasal 12 menyatakan: Putusnya pinangan
untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya
hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang
meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang
dipinang36.

Pada pasal 12 ini menjelaskan mengenai kriteria wanita
yang boleh dipinang dan putusnya pinangan. Wanita yang
boleh dikhitbah berdasarkan pasal 12 ini adalah wanita yang
telah habis masa iddah nya dan tidak sedang dalam pinangan
orang lain. Serta pinangan dapat dikatakan putus apabila pria
yang meminang telah melakukan nya dengan berkata secara
langsung atau melalui perbuatan dengan menjauhi dan
meninggalkan wanita yang telah dipinang.

Pasal 13 berisikan terdiri dari dua ayat. Bagian pertama
berisikan: Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan
para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
Sedangkan pada bagian kedua dari pasal 13 yang merupakan
pasal terakhir dalam hukum positif yang membahas
mengenai khitbah atau peminangan berisikan: Kebebasan
memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata
cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan
setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling
menghargai37.

Pada pasal 13 menunjukkan bahwa pinangan belum
menimbulkan akibat hukum apa-apa, sehingga para pihak
boleh memutuskan pinangan dengan cara yang baik. Jika

36Kompilasi Hukum Islam, Pasal 12.
37Kompilasi Hukum Islam, Pasal 11.
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pinangan yang dilakukan dirasa tidak bisa dilanjutkan maka
baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan boleh untuk
memutuskan pinangan yang telah dilakukan tersebut.

2. Ketentuan-Ketentuan Khitbah
Terdapat beberapa ketentuan mengenai khitbah dalam

hukum positif, diantaranya:
a. Pinangan dapat disampaikan langsung atau melalui

perwakilan ( pasal 11 bab III)
b. Pinangan dapat dilakukan terhadap wanita yang masih

gadis atau janda yang habis masa iddahnya (pasal 12 ayat
1)

c. Dilarang meminang wanita yang sedang dalam masa
iddah talak raj’iah dan yang sedang dipinang laki-laki lain
(pasal 12 ayat 2 dan 3)

d. Putusnya pinangan disebabkan karena adanya pernyataan
mengenai putusnya hubungan pinangan atau laki-laki
yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita
yang dipinang (pasal 12 ayat 4) dan pemutusan pinangan
tersebut harus dilakukan dengan tata cara yang baik (pasal
13 ayat 2)

e. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum (pasal 13 ayat
1)38.

Ketentuan-ketentuan khitbah yang ada di hukum positif
lebih dominan ditujukan kepada laki-laki, hal tersebut dapat
dilihat pada pasal 12 dari keempat poin yang ada dalam pasal
tersebut ditujukkan kepada laki-laki dengan menjelaskan
kriteria wanita yang boleh dikhitbah dan bentuk putusnya
pinangan dari pihak laki-laki, namun tidak dengan
sebaliknya.

Ketentuan lain mengenai peminangan dalam positif
menegaskan bahwa peminangan belum menimbulkan akibat
hukum. Peminangan bukanlah akad, melainkan hanya
sekadar komitmen atas kesungguhan untuk membangun
sebuah keluarga bersama. Oleh karena itu, peminangan tidak
mengubah serta mengandung konsekuensi hukum apa pun
dan dan juga tidak mengikat, kedua belah pihak boleh

38Kompilasi Hukum Islam, Pasal 11-13.
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memilih untuk meneruskan atau membatalkannya dengan
cara yang baik.
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BAB III

GENDER

A. Pengertian Gender
Gender merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris,

dalam ejaan bahasa Indonesia adalah gender memiliki arti jenis
kelamin39. Dalam Women Studies Ensiklopedia dijelaskan bahwa
gender adalah suatu konsep kultural, berupaya membuat
perbedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas,
dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan
yang berkembang dalam masyarakat40.

Istilah gender diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial
untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang
bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan, dan yang bersifat
bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak
kecil41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008
pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa gender adalah konsep yang
mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki
dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh
keadaan sosial dan budaya masyarakat

Sedangkan menurut Mansur Fakih, konsep gender adalah
suatu sifat yang melekat kaum laki-laki maupun perempuan
yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural, misalnya
perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau
keibuan sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan
perkasa. Ciri-ciri sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang
dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional,
lemah lembut, sementara ada juga perempuan yang kuat,
rasional, dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat sifat itu dapat

39John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, cet. XII,
(Jakarta: Gramedia, 1983), h. 265.

40Deni Febrini, Azizah Aryati, Islam dan Gender, (Bogor: IPB Press, 2014),
h.105.

41Nila Sastrawati, Laki-laki dan Perempuan Identitas yang Berbeda: Analisis
Gender dan Politik Perspektif Post-Feminisme, (Makassar: Alauddin Press, 2018),
h.31.
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terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang
lain42.

Gender merupakan suatu konsep yang digunakan untuk
memberikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari
aspek sosial dan budaya. Gender sendiri sering diidentikkan
dengan seks atau jenis kelamin, padahal secara kodrati gender
dan seks merupakan dua hal yang memiliki perbedaan.

Perbedaan peran dan fungsi yang dimiliki laki-laki dan
perempuan yang terjadi dalam masyarakat mengakibatkan
terjadinya ketidakadilan gender yang sering dialami oleh
perempuan. Pemahaman yang salah dan pandangan-pandangan
negatif sering menjadi pemicu terjadinya sebuah diskriminasi.
Sebuah sistem dan struktur sosial yang tidak adil juga akan
memunculkan ketidakadilan gender. Agar tidak salah dalam
menafsirkan gender, hal mendasar yang perlu untuk dipahami
adalah tentang perbedaan gender dengan jenis kelamin43.

Seks atau jenis kelamin menjelaskan perbedaan laki-laki
dan perempuan secara faktor biologis, sedangkan gender
memberikan pembedaan dari faktor sosial dan budaya. Berikut
beberapa perbedaan yang bisa dilihat antara seks dan gender44:

Tabel I
Perbedaan Seks dan Gender

No Karakteristik Seks Gender
1 Sumber Pembeda Tuhan Manusia

(masyarakat
2 Visi, Misi Kesetaraan Kebiasaan
3 Unsur Pembeda Biologis (alat

reproduksi)
Kebudayaan
(tingkah laku

4 Sifat Kodrat, tertentu,
tidak dapat
dipertukarkan

Harkat, martabat
dapat
dipertukarkan

5 Dampak Terciptanya nilai-
nilai

Terciptanya
norma-norma

42Mansur Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1996), h. 8-9.

43Deni Febrini, Azizah Aryati, Islam dan .., h.105.
44Trisakti Handayani dan  Sugiarti, Konsep dan Teknik Penelitian Gender,

(Malang: Umm Press. 2006), h. 6.
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kesempurnaan,
kenikmatan,
kedamaian dll.
sehingga
menguntungkan
kedua belah
pihak

ketentuan
tentang “pantas”
atau tidak
pantas” laki-laki
pantas menjadi
pemimpin ,
perempuan
pantas dipimpin
dan lain-lain,
yang sering
merugikan salah
satu pihak,
kebetulan
perempuan

6 Keberlakuan Sepanjang masa,
dimana saja,
tidak mengenal
perbedaan kelas

Dapat berubah,
musiman dan
berbeda antar
kelas

Seks dan Gender memberikan perbedaan antara laki-laki
dan perempuan. Perbedaan yang diberikan oleh seks nantinya
akan memberikan perbedaan secara gender dan dari perbedaan
tersebut muncullah ketidakadilan baik bagi kaum laki-laki
maupun perempuan, sehingga menimbulkan isu-isu yang
mengangkat tentang kesetaraan gender.

Gender dan seks merupakan dua konsep yang berbeda.
Namun, fokus utama dalam gender dan seks adalah antara laki-
laki dan perempuan. perbedaan yang signifikan antara seks dan
gender yakni seks merupakan ketentuan langsung dari tuhan
yang tidak dapat diubah atau bersifat kodrati, sedangkan gender
sendiri muncul dari kebudayaan yang berkembang di dalam
masyarakat.

B. Teori Kesetaraan dan Keadilan Gender
Kesetaraan dan keadilan gender merupakan suatu

kesatuan yang mengandung dua konsep yaitu kesetaraan
gender dan keadilan gender. Kedua konsep saling berkaitan satu
sama lain dan menjadi dasar untuk mengatasi persoalan
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mengenai diskriminasi gender yang terjadi dalam kehidupan
masyarakat.

Peraturan Menteri dalam negeri nomor 15 tahun 2008
pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa: kesetaraan gender adalah
kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk
memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar
mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik,
ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan
kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Kemudian
ditambahkan dalam ayat selanjutnya yang menyebutkan bahwa:
Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil
terhadap laki-laki dan perempuan.

Kesetaran gender (gender equality) adalah posisi yang
sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses,
partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik
dalam  keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara.
Keadilan gender (gender equality) adalah suatu proses menuju
setara, selaras, seimbang, serasi, tanpa diskriminasi45.

Kesetaraan yang berkeadilan gender merupakan kondisi
yang dinamis, dimana laki-laki dan perempuan sama-sama
memiliki hak, kewajiban, peranan, dan kesempatan yang
dilandasi oleh saling menghormati dan menghargai serta
membantu di berbagai sektor kehidupan. Untuk mengetahui
apakah laki laki dan perempuan telah berkesetaraan dan
berkeadilan sebagaimana capaian pembangunan berwawasan
gender adalah seberapa besar akses dan partisipasi atau
keterlibatan perempuan terhadap peran- peran sosial dalam
kehidupan baik dalam keluarga masyarakat, dan dalam
pembangunan, dan seberapa besar kontrol serta penguasaan
perempuan dalam berbagai sumber daya manusia maupun
sumber daya alam dan peran pengambilan keputusan dan
memperoleh manfaat dalam kehidupan46.

Kesetaraan gender merupakan sebuah kondisi yang
menginginkan laki-laki dan perempuan  memperoleh hak dan
kesempatan yang sama dalam segala bidang, baik dalam

45Mufidah Ch, Psikologi Keluarga.., h. 15.
46Mufidah Ch, Psikologi Keluarga.., h. 16.
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kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa
adanya diskriminasi antara keduanya.

C. Gender dalam Islam
Al-Quran maupun sunah nabi yang merupakan sumber

utama ajaran Islam, didalamnya terkandung nilai-nilai universal
yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia dulu, kini, dan
akan datang. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai kemanusia,
keadilan, kemerdekaan, kesetaraan, dan sebagainya. Berkaitan
dengan nilai keadilan dan kesetaraan, Islam tidak pernah
mentolerir adanya perbedaan atau perlakuan diskriminasi di
antara umat manusia47.

Secara umum tampaknya al-Qur’an mengakui adanya
perbedaan (distinction) antara laki-laki dan perempuan, tetapi
perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (discrimination) yang
menguntungkan satu pihak dan merugikan yang lainnya48. Hal
tersebut menunjukkan bahwa dalam al-Qur’an laki-laki dan
perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama, dan
yang membedakan hanya dari segi biologisnya.
1. Laki-laki dan perempuan sama-sama berhak beriman,

bertakwa, dan beramal
Allah Swt memberikan peran dan tanggung jawab

yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam
menjalankan kehidupan spiritualnya. Allah Swt pun
memberikan sanksi yang sama terhadap perempuan dan laki-
laki untuk semua kesalahan yang dilakukannya. Jadi pada
intinya kedudukan dan derajat antara lelaki dan perempuan
di mata Allah Swt adalah sama dan yang membuatnya tidak
sama hanyalah keimanan dan ketakwaannya49.

47Deni Febrini, Azizah Aryati, Islam dan .., h.105.
48Sarifa Suhra, “Kesetaraan Gender dalam Perspektif  Al-Qur’an dan

Implikasinya Terhadap Hukum Islam”, Al-Ulum, Vol. 13 No.2, Desember, 2013,
h. 3.

49Deni Febrini, Azizah Aryati, Islam dan .., h.185-186.
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                  
               

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-
laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka
itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau
sedikitpun (Q.S. an-Nisa/4:124).

                 
              
                 

                 
              

              
Artinya: Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-
laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang
tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-
laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang
khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan
perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang
memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak
menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka
ampunan dan pahala yang besar (Q.S. al-Ahzab/33:35).

Dua ayat tersebut menunjukkan secara khusus bahwa
laki-laki dan perempuan berhak untuk menegakkan nilai-nilai
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Islam dengan beriman, bertakwa, dan beramal, serta berhak
mendapat ganjaran yang sama terhadap nilai-nilai spiritual
yang dilakukan tanpa membedakan jenis kelaminnya.

2. Laki-laki dan perempuan sama-sama berhak untuk bekerja
Perempuan sama halnya dengan laki-laki, mereka

memperoleh hak atas hasil kerjanya50. Al-Qur′an menegaskan
dalam Surah an-Nisā′/4: 32, sebagai berikut

                  
                      
              

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang
dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari
sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian
dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun)
ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada
Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui segala sesuatu.

Di zaman Nabi pun telah diriwayatkan oleh Jābir bin
‘Abdillāh, bahwa bibi Jābir diceraikan suaminya. Di masa
iddahnya, janda tersebut bermaksud untuk memanen
kurmanya, tetapi dilarang keluar rumah. Melalui seseorang,
perempuan itu memohon izin kepada Nabi dan ternyata Nabi
menjawab: “Betul, petiklah kurmamu, sebab barangkali kamu
dapat bersedekah dengannya, atau berbuat kebaikan”
(Riwayat Muslim). Oleh karena itu, apabila seorang
perempuan mampu memiliki harta, baik dari hasil usaha atau
kerja sendiri, atau pun sebab lain, kepemilikan itu tetap sah
secara hukum51.

50Departemen Agama RI, Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al_qur’an
Tematik),(Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur’an, 2009), h. 8.

51Departemen Agama RI, Kedudukan dan .., h. 9.
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Melalui ayat menunjukkan tersebut laki-laki dan
perempuan berhak untuk bekerja dan memperoleh hak atas
hasil kerjanya tersebut. Laki-laki maupun perempuan berhak
mengerahkan setiap kemampuan dan potensi terbaik dalam
dirinya, bekerja dan melakukan tugas-tugasnya serta berhak
untuk menikmati segala bentuk hasil dari apa yang telah ia
kerjakan sebagai balasan atas setiap usaha yang telah
dilakukan.

3. Laki-laki dan perempuan sama-sama berhak untuk
bermuamalah

Persoalan ini dijelaskan Al-Qur′an melalui ayat-ayat
yang menjelaskan keharusan perempuan dan laki-laki saling
bekerja sama dalam tugas-tugas guna mewujudkan
kehidupan  bersama yang baik52, disebutkan dalam surat at-
Taubah ayat 71:

                    
               
                   
         

Artinya; Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan,
sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang
lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari
yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka
taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh
Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa laki-laki dan
perempuan harus saling bekerja sama dan saling tolong-
menolong dalam melakukan kehidupan bersama. Dalam ayat
tersebut memberikan kesempatan kepada perempuan untuk

52Departemen Agama RI, Kedudukan dan .., h. 10.
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melakukan kegiatan bermuamalah seperti menjadi penolong
bagi satu sama lain, menyuruh mengerjakan yang ma’ruf dan
mencegah dari yang munkar.

D.Gender dalam Keluarga
Keluarga merupakan ibu bapak dan anak-anaknya,

satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat53.
Keluarga merupakan unit terkecil dalam kehidupan
bermasyarakat, namun dapat memberikan pengaruh besar
terhadap perubahan sosial.

Kesetaraan dan keadilan gender menghendaki sebuah
relasi keluarga yang egaliter, demokratis, dan terbuka, yang
ditandai dengan rasa hormat dari yang muda kepada yang lebih
tua, rasa kasih sayang dari yang lebih tua kepada yang muda,
agar terwujud sebuah komunitas yang harmonis, sehingga laki-
laki maupun perempuan sebagai anggota keluarga sama-sama
mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai manusia, memperoleh
penghargaan dan terjaga harkat dan martabatnya sebagai hamba
Allah yang mulia54.

Berikut ini beberapa isu dalam keluarga yang
berkesetaraan gender:
1. Suami dan istri adalah pakaian bagi masing-masing

                    
               

                  
                   
                    

53Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h.47.

54Mufidah Ch, Psikologi Keluarga.., h.48.
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                  
                  
         

Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa
bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian
bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah
mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu,
karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu.
Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah
ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang
bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian
sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi)
janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam
mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya.
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia,
supaya mereka bertakwa (Q.S. al-Baqarah/2:187).

Kata libas memang bermakna pakaian yang dapat
melindungi manusia dari dinginnya malam dan panasnya
sinar matahari dan hujan. Serta menutupi aurat tubuh.
Begitulah seorang suami istri diibaratkan dengan pakaian
yang saling menjaga dan melindungi dari keburukan dan
kesedihan dari luar55.

Layaknya seperti sebuah pakaian yang melindungi
tubuh manusia, maka melalui ayat tersebut dapat dipahami
bahwa suami merupakan pakaian bagi istri dan begitupun
sebaliknya istri merupakan pakaian bagi suami, harus dapat
saling menjaga dan saling melindungi satu sama lain
layaknya pakaian yang melindungi tubuh.

2. Suami dan istri sama-sama berpotensi melakukan nusyuz

55Mufidah Ch, “Strategi Implementasi Pengarusutamaan Gender Bidang
Pendidikan Islam”, Al-Tahrir, Vol. 11 No.2, November, 2011, h. 395.
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Dalam kitab fikih atau tafsir klasik, kata nusyuz
pengertiannya sering ditujukan untuk istri yang tidak taat pada
suami56. Nusyuz seorang istri ditunjukkan melalui ayat:

                 
               

                   
                  
               
 

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita,
oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki)
atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki)
telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka
wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri
ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara
(mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka
nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka,
dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka
janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.
Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar (Q.S.an-
Nisa/4:35).

Penggunaan kata nusyuz dalam ayat tersebut ditujukkan
bagi nusyuz soerang istri, sedangkan penggunaan kata nusyuz
yang ditunjukkan bagi nusyuz dari laki-laki dapat dilihat
melalui ayat:

56Ida Zahara Adibah, “Nusyuz dan Disharmonisasi Rumah Tangga”,
Inspirasi, Vol. 1 No.3, Januari-Juni, 2018, h. 242.
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                 
                       

                
      

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap
tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya
Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian
itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut
tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik
dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka
Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu
kerjakan (Q.S.an-Nisa/4:128)

Ketika merujuk para perempuan, kata nusyuz berarti
ketidakpatuhan istri kepada suami. Sedangkan ketika merujuk
kepada suami berarti suami bersikap keras kepada istrinya dan
tidak mau memberikan haknya57. Suami dan istri sama-sama
berpotensi ini melakukan nusyuz, pemahaman nusyuz yang
selama ini menunjukkan bahwa hanya berasal dari istri tidaklah
dibenarkan, karena nusyuz juga bisa berasal dari suami.
3. Suami dan istri sama-sama mempunyai hak untuk

memutuskan perkawinan
Hak untuk memutuskan hubungan pernikahan dari

pihak suami dikenal dengan istilah Talak, hak talak suami
dapat dilihat dalam surat at-Talak ayat 1:

                     
                  

57Ida Zahara Adibah, “Nusyuz dan.., h. 242.
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                   
                  
       

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat
(menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu
serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu
keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka
(diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang
terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah
berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui
barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru
(Q.S. at-Thalaq/65:1).

Sedangkan hak untuk memutuskan hubungan
pernikahan suami dari pihak istri dikenal dengan istilah
Khulu, dapat dilihat dalam surat al-Baqarah ayat 229:

                    
                    
                  
                   
              

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh
rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara
yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari
yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya
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khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika
kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat
menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas
keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus
dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu
melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah
mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, khulu
diartikan perceraian atas permintaan dari pihak perempuan
dengan mengembalikan mas kawin yang telah diterimanya58.
Pada surat al-Baqarah ayat 229 tersebut hak khulu seorang
istri ditunjukkan pada kalimat ‘maka tidak ada dosa atas
keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk
menebus dirinya’. Dalam istilah yang ada di Pengadilan
Agama hak talak suami dikenal dengan istilah cerai talak,
sedangkan hak khulu istri dikenal dengan istilah cerai gugat.

4. Laki-laki dan perempuan sama-sama berhak mendapatkan
waris

Sistem waris Islam tidak berlaku diskriminatif
terhadap perempuan. Laki-laki maupun perempuan dalam
islam sama-sama berhak untuk mendapatkan bagian warisan
dari orang tua atau pun kerabatnya yang telah meninggal, hal
tersebut dapat dilihat dalam surat an-Nisa ayat 7.

                     
                      

   
Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan
ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian
(pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit
atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

58Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi III, (Jakarta: Balai
Pustaka, 2006), h. 59.
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Al-Qur'an telah mengatur secara rinci tentang bagian
perempuan sebagai ahli waris, dia mendapat hak waris sesuai
dengan posisi dan jumlah yang telah ditentukan. Perempuan
mendapat hak warisnya sebagai anak, sebagai istri, dan
sebagai ibu. Walaupun secara nominal tidak sama dengan
laki-laki, namun perlakuan Islam terhadap perempuan dalam
aspek ini adalah bentuk apresiasi terhadap hak perempuan
dan sekaligus menghapus posisinya sebagai “warisan” yang
pernah terjadi di zaman jahiliah59.

                   
              
               
               
                

                    
             

                  
             

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang
ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai
anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu

59Departemen Agama RI, Kedudukan dan .., h. 12.
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mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah
dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar
hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu
tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai
anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang
kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau
(dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik
laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan
tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-
laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka
bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.
tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka
mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat
yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak
memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang
demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan
Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S. an-Nisa:4/12).

Sistem waris Islam memperlakukan perempuan secara
proporsional dan adil, tidak selamanya perempuan
mendapatkan bagian yang lebih kecil dari laki-laki. Dalam surat
an-Nisa ayat 12 di atas dapat dilihat bahwa perempuan
mendapat setengah dengan pembagian kalau salah seorang dari
suami istri meninggal dunia maka bagi suami akan
mendapatkan 1/2 dan istri 1/4 jika ada anak, namun jika tidak
ada anak maka suami mendapat bagian 1/4, sedangkan bagi
istri 1/8.

Hal tersebut bukanlah bentuk ketidakadilan dimana
perbandingan antara laki-laki dan perempuan memiliki
perbandingan 1/2. Hak waris perempuan hanya dapat dipahami
dengan baik lewat pertimbangan yang adil antara hak-hak dan
kewajiban materil yang dibebankan kepada masing-masing laki-
laki dan perempuan. Islam mewajibkan suami untuk memberi
nafkah kepada istri, anak perempuan, ibu, bahkan saudara
perempuan jika membutuhkan Sementara istri, meskipun kaya
raya, tidak memiliki kewajiban nafkah, termasuk untuk dirinya
dan keluarganya. 60.

60Departemen Agama RI, Kedudukan dan .., h. 243.
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Bukanlah suatu bentuk keadilan jika mempersamakan
diantara dua hal yang memiliki perbedaan tugas, fungsi, dan
kewajiban. Laki-laki bertanggung jawab atas nafkah dirinya dan
keluarganya, sedangkan perempuan menjadi tanggungan laki-
laki dalam posisi sebagai anak, istri, ibu, dan saudara. Namun,
bagi seorang perempuan atau istri tidak memiliki kewajiban
nafkah. Semua harta yang ia punya menjadi  hak milik penuh
bagi dirinya.

Melalui surat an-Nisa ayat 12 juga dapat dilihat
perempuan bisa mendapatkan bagian yang sama dengan laki-
laki jika dalam posisi bersaudara dari satu ibu dan yang
meninggal tidak memiliki ayah dan anak, maka mendapatkan
bagian seperenam dan jika lebih dari seorang mendapat  bagian
sepertiga.

Keadilan gender dalam sistem waris Islam dapat dilihat
bahwa tidak hanya laki-laki yang mendapatkan bagian dari
waris, tapi perempuan juga berhak mendapatkan bagian waris
sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Perempuan tidak
selalu mendapatkan bagian lebih sedikit dari laki-laki, ada
masanya perempuan dan laki-laki mendapatkan bagian yang
sama.

Isu-isu kesetaraan gender juga dapat dilihat dalam
hukum positif seperti dalam Undang-undang Perkawinan
Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam undang-undang
perkawinan Indonesia dapat dilihat beberapa prinsip dasar
menyangkut kesetaraan antara suami-istri.

Pertama, prinsip kebersamaan, dalam arti keduanya
sama-sama berkewajiban dalam menegakkan rumah tangga.
Kedua, prinsip musyawarah dalam menyelesaikan persoalan
rumah tangga. Ketiga, keduanya berkedudukan secara seimbang
dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan dalam
masyarakat. Keempat, mempunyai hak sama di depan hukum.
Kelima, prinsip saling cinta, hormat menghormati dan saling
membantu61.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga terdapat beberapa
pasal yang berkesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga.

61Ida Zahara Adibah, “Nusyuz dan.., h. 244.
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Seperti dalam pasal 77 ayat 1 yang menyatakan: suami istri
memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi
sendi dasar dan susunan masyarakat.

Kemudian dalam pasal 78 yang menyatakan bahwa
suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan
ditentukan oleh suami istri bersama.  Selanjutnya dalam pasal 79
yang menyatakan bahwa masing-masing pihak baik suami
maupun istri mempunyai hak yang sama untuk melakukan
perbuatan hukum.

Manusia yang berkualitas berasal dari keluarga yang
bertanggung jawab sebagai institusi pertama dalam  masyarakat.
Kesetaraan gender dalam keluarga memberikan keseimbangan
dalam pembagian peran antar keluarga, setiap anggota keluarga
sehingga tidak anggota keluarga yang merasa dirugikan.
Kesetaraan gender dalam keluarga tidak harus diartikan dengan
menempatkan segala sesuatu harus sama, tetapi didasarkan
pada kebutuhan spesifik masing-masing anggota keluarga

Keluarga berkesetaraan gender dapat menjadi salah satu
upaya mewujudkan tujuan perkawinan sesuai yang dicitakan
oleh undang-undang, yaitu membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa.
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BAB IV
KHITBAH PEREMPUAN KEPADA LAKI-LAKI DALAM

PERSPEKTIF GENDER DAN HUKUM ISLAM
A. Khitbah Perempuan kepada Laki-laki dalam Perspektif

Gender
Khitbah yang dilakukan laki-laki kepada perempuan dan

sebaliknya perempuan kepada laki-laki memiliki beberapa
perbedaan. Perbedaan pertama dapat dilihat dari segi proses
khitbah dan yang menyatakan khitbahnya. Pada khitbah laki-
laki kepada perempuan, pihak laki-lakilah yang mendatangi
kediaman perempuan untuk menyampaikan tujuan khitbahnya.
Sedangkan pada khitbah perempuan kepada laki-laki, pihak
perempuanlah yang mendatangi kediaman laki-laki dan
menyatakan tujuan khitbahnya.

Perbedaan yang kedua dapat dilihat hantaran yang
dibawa saat proses khitbah, di mana khitbah yang dilakukan
laki-laki kepada perempuan pihak laki-lakilah  yang membawa
hantaran, sedangkan khitbah perempuan kepada laki-laki maka
pihak perempuanlah yang membawakan hantaran. Kedua aspek
perbedaan tersebutlah yang menjadi fokus pembahasan pada
bab IV ini.
1. Prosesi Khitbah

Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan yang
dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi seks dan yang
kedua dari segi gender. Seks secara umum digunakan untuk
mengidentifikasikan perbedaan laki-laki dan perempuan dari
segi anatomi biologi dan berkonsentrasi kepada aspek biologi
seseorang meliputi komposisi kimia dan hormon dalam
tubuh62. Seks perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari
faktor biologis yang telah ada sejak lahir.

Sedangkan gender dikemukakan oleh para ilmuwan
sosial dengan maksud untuk menjelaskan perbedaan
perempuan dan laki-laki yang mempunyai sifat bawaan
(ciptaan Tuhan) dan bentukan budaya (konstruksi sosial).
Gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab

62Anwar Sadat, Ipandang, Anita Marwing, Kesetaraan Gender dalam Hukum
Islam: Komparasi antara KHI dan Counter Legal Draft KHI (CLD-KHI) tentang
Poligami dan Kawin Kontrak, (Yogyakarta: LkiS, 2020) h. 33.
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antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil
konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan
perkembangan zaman63. Gender lebih menitik beratkan
perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari faktor sosial
budaya.

Perbedaan gender inilah yang nantinya akan
melahirkan berbagai bentuk ketidakadilan gender.
Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai
bentuk ketidakadilan, yakni: Marginalisasi atau proses
pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak
penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe
atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (violence), beban
kerja lebih panjang dan lebih banyak (burden), serta sosialisasi
ideologi nilai peran gender64.

Khitbah sering kali diartikan sebagai bentuk
permintaan kepada laki-laki kepada perempuan untuk dapat
dinikahi oleh laki-laki tersebut. Hal ini dapat dilihat dari
beberapa pengertian khitbah:
a) Menurut Sayyid Sabiq khitbah diartikan sebagai

permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan
untuk dijadikan istri menurut cara-cara yang berlaku di
kalangan masyarakat65.

b) Menurut Wahbah Zuhaili ungkapan keinginan laki-laki
untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan
ungkapan keinginan tersebut dapat disampaikan secara
langsung atau melalui perantara keluarganya66.

c) Mahmud Al Mashri memberikan pengertian bahwa
khitbah adalah meminta seorang wanita untuk menikah
dengan cara dan media yang biasa dikenal oleh
masyarakat67.

63Nila Sastrawati, Laki-laki dan Perempuan Identitas yang Berbeda: Analisis
Gender dan Politik Perspektif Post-Feminisme, (Makassar: Alauddin Press, 2018), h.6.

64Mansour Fakih, Analisis Gender..., h. 12-13.
65Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah jilid 2, (Beirut: Darul Fikri), h. 16.
66Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam..., h. 20-21.
67Mahmud Al Mashri, Al Zawaj Al Islam Al Sa’id, terj. Imam Firdaus,

(Jakarta: Qitshi Press, 2011), h. 289.
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Dari pengertian khitbah tersebut dapat dilihat bahwa
prosesi khitbah diberikan kepada pihak laki-laki yang
mendatangi pihak perempuan untuk menyampaikan maksud
dari khitbah tersebut, hal tersebut juga menyebabkan adanya
bias gender yang memposisikan hak khitbah hanya berasal
dari pihak laki-laki dan memunculkan sebuah stereotipe
bahwa khitbah hanya berasal dari pihak laki-laki saja.

Kondisi tersebut juga membentuk sebuah marginalisasi
terhadap kaum perempuan, di mana kaum perempuan hanya
sebatas menunggu dan tidak berhak untuk memilih dan
mengkhitbah seorang laki-laki. Dari segi sumbernya suatu
marginalisasi bisa berasal dari keyakinan, tafsiran agama,
keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu
pengetahuan68.

Untuk menghilangkan bentuk ketidakadilan gender
tersebut maka dibutuhkan sebuah kajian menggunakan
analisis gender dengan menggunakan teori kesetaraan gender
yang perlu dilakukan sebagai upaya untuk membentuk
keseimbangan gender, memberikan kesempatan yang sama
pada kedua gender, serta menegakkan keadilan bagi kedua
gender.

Kesetaraan gender adalah suatu keadaan di mana
perempuan dan laki-laki sama-sama menikmati status,
kondisi atau kedudukan yang setara, sehingga terwujud
secara penuh hak-hak dan potensinya bagi pembangunan di
segala aspek kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan
bernegara69. Dengan adanya kesetaraan gender maka
keadilan gender juga akan terbentuk dan menghilangkan
ketidakadilan gender.

Kesetaraan gender (gender equality) dan keadilan
gender dapat terwujud apabila sudah tidak terdapatnya
diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga
keduanya sama-sama memiliki akses dan kesempatan yang
sama70.

68Mansour Fakih, Analisis Gender..., h. 14.
69Deni Febrini, Azizah Aryanti, Islam dan..., h. 182.
70Alifiulahtin Utamaningsih, Gender dan Wanita Karir, (Malang: UB Press,

2017), h. 24.
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Khitbah yang selama ini mengalami mendapat
diskriminasi terhadap pihak perempuan dimana stereotipe
mengenai khitbah diberikan kepada pihak laki-laki. Padahal
jika berbicara mengenai khitbah, maka perempuan juga
mempunyai hak yang sama seperti laki-laki untuk memilih
pasangan hidup baginya. Sudah seharusnya  perempuan juga
diberikan kesempatan yang sama dalam melakukan khitbah.

Dengan memberikan kesempatan yang sama kepada
perempuan untuk melakukan khitbah kepada laki-laki, akan
menghapuskan bentuk ketidakadilan gender yang terjadi.
Sehingga kesetaraan dan keadilan gender pada khitbah ini
dapat terwujud, baik laki-laki maupun perempuan sama-
sama memiliki hak yang sama dalam proses khitbah.

Teori feminis yang memprakarsai gerakan feminisme.
Gerakan tersebut ingin mengeluarkan perempuan dari
kondisi yang tidak menguntungkan bagi perempuan baik
secara sosial, ekonomi, maupun politik71. Feminisme
berupaya menggugat kemapanan patriarki dan berbagai
stereotip gender yang berkembang di masyarakat72.

Inti dari feminisme ini menginginkan persamaan status
dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan sehingga
tidak lagi terjadi ketimpangan gender dalam masyarakat73.
Tujuan utama dari feminisme ini juga menginginkan adanya
kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam
berbagai bidang.

Prosesi  khitbah yang selama ini dilaksanakan tentu
membentuk suatu stereotip, dimana khitbah yang selama ini
hanya berasal dari pihak laki-laki saja Dominasi laki-laki
dalam proses khitbah ini menyebabkan ketimpangan gender
terjadi, hal tersebut tentu tidak sejalan dengan apa yang
menjadi tujuan utama para feminisme yang menginginkan
kesamaan status dan peran sosial antara laki-laki dan
perempuan dalam masyarakat.

71Nila Sastrawati, Laki-laki..., h. 41.
72Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur’an,

(Jakarta: Paramadina, 2001), h. 64.
73Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan..., h. 68.
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Perempuan harus diberikan kesempatan yang sama
seperti laki-laki, dimana pihak perempuan boleh melakukan
khitbah kepada laki-laki. Dengan demikian apa yang menjadi
tujuan utama dari para feminisme ini dapat terwujud, yakni
menghilangkan bentuk stereotip mengenai khitbah, sehingga
pihak perempuan tidak dirugikan dalam hal khitbah tersebut.

Teori lain yang menginginkan terbentuknya kesetaraan
gender adalah  teori equilibrium (keseimbangan). Teori ini
menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan
hubungan antara laki-laki dan perempuan74. Teori equilibrium
ini juga bertujuan melahirkan kesetaraan dan keadilan
gender, dengan mengedepankan kompromistis dari setiap
pembedaan gender.

Islam mengamanahkan manusia untuk memerhatikan
konsep keseimbangan, keserasian, keselarasan, keutuhan,
baik sesama umat manusia maupun dengan lingkungan
alamnya75. Al-qur’an sebagai rujukan prinsip masyarakat
Islam, pada dasarnya mengakui bahwa kedudukan laki-laki
dan perempuan adalah sama76 dan yang membedakannya
hanya pada aspek biologis keduanya.

Kedua teori gender di atas yakni teori feminis yang
menginginkan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan
dan teori equilibrium (keseimbangan) yang menekankan pada
konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara
perempuan dengan laki-laki, kemudian didukung oleh relasi
gender dalam Islam yang dalam al-qur’an sendiri mengakui
adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang
bersifat biologis saja dan keduanya mempunyai derajat dan
kedudukan yang sama, maka sudah seharusnya baik laki-laki
maupun perempuan diberikan kesempatan yang sama untuk
mendapatkan hak-hak mereka.

Berdasarkan kedua teori tersebut maka sudah
sepatutnya khitbah juga boleh dilakukan oleh perempuan
kepada laki-laki. Perempuan juga harus diberikan hak dan

74Alifiulahtin Utamaningsih, Gender dan..., h. 25.
75Deni Febrini, Azizah Aryanti, Islam dan..., h. 183.
76Mansour Fakih, Analisis Gender..., h. 129.
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kesempatan yang sama dalam menentukan dan memilih
siapa yang akan menjadi pasangan hidupnya. Keharmonisan
dalam suatu hubungan akan terjadi jika laki-laki dan
perempuan diberikan kesempatan yang sama, begitu juga
dalam hal khitbah.

Undang-undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 1
menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga
dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
Pasal tersebut menunjukkan bahwa hak untuk membentuk
keluarga melalui perkawinan ditujukan kepada setiap orang,
tidak memandang itu laki-laki ataupun perempuan.

Khitbah sendiri merupakan langkah awal dari menuju
proses perkawinan, artinya khitbah ini juga secara langsung
menjadi hak dari setiap orang baik laki-laki maupun
perempuan. Setiap laki-laki dan perempuan sama-sama
berhak untuk mengkhitbah seseorang yang menjadi
pilihannya.

Hak untuk memilih dan mengkhitbah tidak hanya
diberikan kepada laki-laki namun juga harus diberikan
kepada pihak perempuan. Karena khitbah bukan suatu yang
menjadi kewajiban yang berasal dari laki-laki, namun juga
bisa dari pihak perempuan yang melakukan khitbah.

Semua pemaknaan mengenai isu-isu pernikahan,
keluarga, dan rumah tangga dalam hukum keluarga Islam,
atau fiqh munakahat  sudah seharusnya dikaitkan dengan
norma mu'asyarah bil ma'ruf secara mubadalah (berkesalingan).
Artinya, laki-laki dan perempuan harus didukung untuk
memperoleh kebaikan melalui atau dari institusi keluarga
dalam ajaran-ajaran fiqh77.

Begitu juga dalam hal khitbah sudah seharusnya
perempuan diberikan hak dan kesempatan yang seperti laki-
laki untuk melangsungkan khitbah, karena untuk memilih
pasangan dan mengkhitbah seseorang merupakan hak dari
setiap orang. Khitbah perempuan kepada laki-laki juga harus

77Faqihuddin Abdul Kodir, Qira’ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk
Keadilan Gender dalam Islam, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019) h.331-332.
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didukung, agar stereotip mengenai khitbah yang hanya
berasal dari pihak laki-laki saja dapat dihapuskan.

Khitbah perempuan kepada laki-laki sendiri pernah
terjadi pada Rasulullah saw. di mana nabi Muhammad
dilamar oleh siti Khadijah. Meskipun saat nabi Muhammad
belum risalah untuk menyebarkan ajaran agama Islam.
Namun, hal tersebut dapat dijadikan contoh peristiwa khitbah
perempuan kepada laki-laki

Melalui peristiwa tersebut, Khadijah telah
menunjukkan bahwa setiap wanita berhak mengatur urusan-
urusannya sendiri, terutama dalam hal memilih seorang laki-
laki untuk dijadikan pendamping hidup apalagi pada saat itu
dalam tradisi Arab seorang wanita hanya boleh menunggu
lamaran dari laki-laki. Hal ini selaras dengan apa yang
menjadi tujuan kesetaraan dan keadilan gender.

Jika seorang wanita telah mempunyai pilihan terhadap
seorang laki-laki untuk dijadikan pendamping hidup, maka
wanita tersebut boleh untuk mengkhitbah laki-laki tersebut
seperti apa yang telah dicontohkan oleh Khadijah pada nabi
Muhammad. Wanita berhak untuk mengatur urusannya
sendiri-sendiri. Khitbah merupakan bagian dari hak seorang
wanita, jadi sudah sewajarnya seorang wanita boleh
melakukan khitbah juga kepada laki-laki.

2. Hantaran
Hantaran dalam istilah jawa disebut juga dengan

paningset atau dalam bahasa indonesia disebut pengikat.
Hantaran atau yang disebut barang bawaan merupakan oleh-
oleh atau buah tangan yang diberikan pihak keluarga laki-laki
kepada pihak keluarga atau sebaliknya, yang digunakan
untuk syarat pernikahan78.

Hantaran dalam pernikahan biasanya berupa macam-
macam makan dan sembako yang dikemas menarik, namun
untuk sekarang hantaran lebih bervariasi seperti barang-
barang yang umum digunakan sehari-hari seperti pakaian,
alat rias, sepatu dan masih banyak lainya, dan menyesuaikan

78Indi Rahma winona, “Tata cara Upacara perkawinan Dan Hantaran
Pengantin Bekasri Lamongan”, Jurnal VO. 02 No.02 Mei, 2013, h. 58.
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dengan adat daerah setempat. Pemberian hantaran ini
tergolong sebagai tradisi dan kebiasaan yang umum
dilaksanakan oleh masyarakat dan menjadi ciri khas
pernikahan yang ada di Indonesia79.

Pemberian hantaran merupakan bentuk hadiah yang
diberikan kepada pihak tuan rumah, secara sederhana
hantaran ini dibawa oleh pihak yang mengkhitbah dan
diberikan kepada pihak yang mengkhitbah. Jika pihak laki-
laki yang mengkhitbah maka hantaran akan dibawa oleh
pihak laki-laki, begitupun sebaliknya.

Kesetaraan gender menghendaki adanya kesamaan
hak dan peran sosial dalam masyarakat, dan kesetaraan
gender akan terwujud apabila laki-laki maupun perempuan
diberikan akses dan kesempatan yang sama tanpa adanya
perbedaan.

Hantaran sendiri bukan merupakan suatu kewajiban
yang melekat pada laki-laki sebagai calon suami. Perempuan
juga harus diberikan kesempatan yang sama. Hantaran pada
khitbah perempuan kepada laki-laki yang dibawakan pihak
perempuan merupakan bentuk kesetaraan gender, di mana
perempuan berhak untuk membawa hantaran kepada laki-
laki, sama seperti laki-laki yang membawa hantaran kepada
pihak perempuan pada khitbah laki-laki ke perempuan.

Hantaran hanya bersifat hadiah yang boleh dibawakan
oleh pihak mana saja, mengikuti pihak siapa yang
mengkhitbah. Perempuan juga berhak untuk membawakan
hantaran pada khitbah perempuan ke laki-laki. Dengan
memberikan kesempatan yang sama pada perempuan
kesetaraan gender akan terjadi, perempuan dan laki-laki
sama-sama berhak untuk membawakan hantaran karena
pada dasarnya hantaran hanya merupakan bentuk hadiah
atau buah tangan saja.

Jika laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan
yang sama dalam membawakan hantaran pada khitbah
tersebut maka tentu tidak akan terjadinya diskriminasi

79M.Mujib Qalyubi Syarifudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Seserahan Dalam Pernikahan” Jurnal Vol. 5 No. 2, Oktober, 2019,  h. 106.
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gender, karena laki-laki mempunyai kesempatan yang dalam
hal membawakan hantaran pada khitbah, jika khitbah
dilakukan perempuan kepada laki-laki, maka pihak
perempuanlah yang berhak membawakan hantaran kepada
laki-laki.

B. Khitbah Perempuan kepada Laki-laki dalam Perspektif
Hukum Islam
1. Prosesi Khitbah

Khitbah perempuan kepada laki-laki dalam hukum
islam terkhusus yang terjadi pada masa nabi Muhammad
dapat ditemukan dalam tiga peristiwa. Pertama Siti Khodijah
yang meminang Nabi Muhammad Saw, padahal pada saat itu
dalam tradisi Arab seorang wanita hanya boleh menunggu
lamaran dari laki-laki80.

Siti Khadijah melakukan pendekatan awal kepada nabi
Muhammad Saw dengan mengutus seorang wanita  yang
diyakini memiliki loyalitas dan kemampuan untuk
melakukan pendekatan. Utusan tersebut bernama Nafisah
binti Umayyah yang masih terhitung kerabat dekat nabi
Muhammad dan saudari seorang lelaki yang kemudian
menjadi salah satu sahabat nabi yang terkemuka, yaitu Ya’la
ibnu Umayyah81.

Setelah pendekatan yang dilakukan oleh Nafisah
berhasil dilakukan dan memberitahukan hasil
pendekatannya, Khadijah kemudian mengundang nabi
Muhammad ke kediamannya. Disana, Khadijah
mengungkapkan secara langsung pinangannya tanpa melalui
perantara dan menjalani sendiri seluruh proses yang
dilakukannya

Kedua, dapat ditemukan dalam hadits yang terdapat
pada Sahih Al-Bukhari:

80Abdul Mun’im Muhammad Umar, Khadijah Cinta Sejati Rasulullah,
(Jakarta: Republika, 2017), h. 10.

81Abdul Mun’im Muhammad Umar, Khadijah Cinta.., h. 11.
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ثَـنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ بْنِ  َِّ حَدَّ ثَنَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِا حَدَّ
بِتً  َ عْتُ  ا الْبـُنَانيَِّ قاَلَ كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ مِهْرَانَ قاَلَ سمَِ

 ُ َّ َِّ صَلَّى ا نَةٌ لَهُ قاَلَ أَنَسٌ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلىَ رَسُولِ ا ابْـ
َِّ أَلَكَ بيِ  َ رَسُولَ ا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَـعْرِضُ عَلَيْهِ نَـفْسَهَا قاَلَتْ 

هْ وَا حَاجَةٌ فَـقَالَتْ بنِْتُ أَنَسٍ مَا َ أَقَلَّ حَيَاءَهَا وَا سَوْأَ
َُّ عَلَيْهِ  رٌ مِنْكِ رَغِبَتْ فيِ النَّبيِّ صَلَّى ا هْ قاَلَ هِيَ خَيـْ َ سَوْأَ

وَسَلَّمَ فَـعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَـفْسَهَا
Artinya:: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah
menceritakan kepada kami Marhum bin Abdul Aziz bin Mihran ia
berkata; Aku mendengar Tsabit Al Bunani berkata; Aku pernah
berada di tempat Anas, sedang ia memiliki anak wanita. Anas
berkata, "Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam lalu menghibahkan dirinya kepada beliau. Wanita
itu berkata, 'Wahai Rasulullah, adakah Anda berhasrat padaku?"
lalu anak wanita Anas pun berkomentar, "Alangkah sedikitnya rasa
malunya.." Anas berkata, "Wanita lebih baik daripada kamu, sebab
ia suka pada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, hingga ia
menghibahkan dirinya pada beliau82."

Hadits tersebut menjelaskan bahwa ada seorang
wanita yang menurut Ibn Hajar dalam Fath al-Bari perempuan
tersebut bernama Layla binti Qays83 menawarkan atau
menghibahkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah Saw.

82Achmad Sunarto dkk, Tarjamah Shahih Bukhari, (Semarang: CV. Asy
Syifa’), h. 47-48.

83Ahmad bin Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bari, Vol. 9 (Bairut: Dar al-
Ma’rifah), h. 175
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Hadits tersebut mengisyaratkan bahwa seorang wanita
diperbolehkan untuk menyatakan keinginannya menikahi
laki-laki yang menjadi pilihannya.

Ketiga, fenomena perempuan meminang laki-laki juga
dapat dilihat dalam Shahih Bukhari:

ثَـنَا عَ  ثَـنَا إِبْـرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ حَدَّ َِّ حَدَّ بْدُ الْعَزيِزِ بْنُ عَبْدِ ا
صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبـَرَنيِ سَالمُِ بْنُ عَبْدِ 

هُمَا يحَُدِّثُ  َُّ عَنـْ َِّ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ ا عَ عَبْدَ ا َِّ أنََّهُ سمَِ أَنَّ ا
يمَََّتْ حَفْصَةُ بنِْتُ عُمَرَ مِنْ خُنـَيْسِ  عُمَرَ بْنَ الخَْطَّابِ حِينَ َ
 َُّ َِّ صَلَّى ا بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ وكََانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ ا
لْمَدِينَةِ فَـقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ أتََـيْتُ  ِ  َ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـتـُوُفيِّ

ثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَـعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَـقَالَ سَأنَْظرُُ فيِ أمَْريِ عُ 
فَـلَبِثْتُ ليََاليَِ ثمَُّ لَقِيَنيِ فَـقَالَ قَدْ بَدَا ليِ أَنْ لاَ أتََـزَوَّجَ يَـوْمِي هَذَا 
دِّيقَ فَـقُلْتُ إِنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ  َ بَكْرٍ الصِّ قَالَ عُمَرُ فَـلَقِيتُ أَ

ئًا  حَفْصَةَ بنِْتَ عُمَرَ فَصَمَتَ أبَوُ بَكْرٍ فَـلَمْ يَـرْجِعْ إِليََّ شَيـْ
وكَُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنيِّ عَلَى عُثْمَانَ فَـلَبِثْتُ ليََاليَِ ثمَُّ خَطبَـَهَا 

هُ فَـلَقِيَنيِ أبَُ  َّ َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأنَْكَحْتـُهَا إِ َِّ صَلَّى ا و رَسُولُ ا
بَكْرٍ فَـقَالَ لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَـلَمْ 
ئًا قَالَ عُمَرُ قُـلْتُ نَـعَمْ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ فَإِنَّهُ لمَْ  أَرْجِعْ إِليَْكَ شَيـْ

تُ يمَنْـَعْنيِ أَنْ أَرْجِعَ إِليَْكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلاَّ أَنيِّ كُنْتُ عَلِمْ 
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َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذكََرَهَا فَـلَمْ أَكُنْ  َِّ صَلَّى ا أَنَّ رَسُولَ ا
َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ تَـركََهَا رَسُولُ  َِّ صَلَّى ا لأِفُْشِيَ سِرَّ رَسُولِ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبَِلْتـُهَا َّ َِّ صَلَّى ا ا
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah
Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Shalih bin
Kaisan dari Ibnu Syihab ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku
Salim bin Abdullah bahwa ia mendengar Abdullah bin Umar
radliallahu 'anhuma menceritakan bahwasanya; Ketika Hafshah
binti Umar menjadi janda lantaran wafatnya Khunais bin Hudzafah
As Sahmi -termasuk salah seorang sahabat Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam, dan ia wafat di Madinah-, Maka Umar bin Al
Khaththab berkata; Aku mendatangi Utsman bin Affan dan
menawarkan Hafshah padanya, maka ia pun berkata, "Aku akan
berfikir terlebih dahulu." Lalu aku pun menunggu beberapa malam,
kemudian ia menemuiku dan berkata, "Aku telah mengambil
keputusan, bahwa aku tidak akan menikah untuk hari-hari ini."
Lalu aku pun menemui Abu Bakar Ash Shiddiq dan berkata
padanya, "Jika kamu mau, maka aku akan menikahkanmu dengan
Hafshah." Namun ia tidak memberi jawaban apa pun padaku. Maka
aku menunggu selama beberapa malam, dan akhirnya ia pun
dikhithbah oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka aku
menikahkannya dengan beliau. Kemudian Abu Bakar menemuiku
dan berkata, "Sepertinya kamu merasa kecewa saat menawarkan
Hafshah padaku." Umar berkata; Aku berkata, "Ya." Abu Bakar
berkata, "Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk
menerima tawaranmu, kecuali bahwa aku tahu Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam telah menyebutnya. Dan aku tidak mau
membuka rahasia Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Dan
sekiranya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
meninggalkannya, niscaya aku akan menerimanya84."

Hadits tersebut menceritakan bahwa Umar bin Khattab
pernah menawarkan putrinya yakni Hafshah binti Umar yang

84Achmad Sunarto dkk, Tarjamah Shahih..., h. 49-51.
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saat itu dalam keadaan janda kepada Usman bin Khattab dan
Abu Bakar untuk dinikahi. Namun keduanya tidak
memberikan jawaban, hingga peristiwa tersebut sampai
kepada Rasulullah Saw yang pada akhirnya beliau yang
menikahi putri Umar bin Khattab tersebut.

Dilihat dari kedudukannya kedua hadits di atas
merupakan hadits fi’li atau hadits yang berdasarkan segala
perbuatan yang disandarkan kepada Rasulullah saw, dalam
permasalahan tersebut Rasulullah saw tidak memberikan
putusan hukum, namun juga tidak mempermasalahkannya.
Dengan demikian perempuan meminang laki-laki dalam
hukum Islam diperbolehkan.

Ketiga peristiwa tersebut menunjukkan bahwasanya
diperbolehkan khitbah perempuan kepada laki-laki. Khitbah
tersebut dapat dilakukan dilakukan dengan berbagai cara:
a. Perempuan yang berkeinginan untuk mengkhitbah laki-

laki yang diinginkannya dapat melalui utusan yang
dipercaya kepada wali dari laki-laki tersebut, seperti yang
dilakukan oleh Siti Khadijah.

b. Perempuan yang ingin mengkhitbah laki-laki dapat
menyampaikan keinginannya tersebut kepada laki-laki itu
langsung, seperti yang dilakukan oleh Layla binti Qays.

c. Keinginan khitbah perempuan kepada laki-laki dapat
disampaikan oleh wali dari perempuan kepada laki-laki
yang dipilih, seperti yang dilakukan oleh Umar bin
Khattab untuk putrinya Hafshah binti Umar.

Berdasarkan ketiga peristiwa tersebut menunjukkan
bahwa Islam tidak melarang apabila seorang wanita ingin
meminang laki-laki. Rasulullah saw sendiri dilamar oleh
wanita. Meskipun pada lamaran yang dilakukan oleh
Khadijah pada masa itu Nabi Muhammad belum menerima
wahyu dari Allah Swt, namun setelah menerima wahyu Rasul
juga tetap tidak melarang jika seorang wanita melamar laki-
laki.

Seperti pada kedua peristiwa lainnya, di mana saat itu
Rasul telah menerima wahyu dan ia kembali dilamar oleh
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wanita. Tapi, setelahnya Rasul tidak memberikan larangan
mengenai lamaran yang dilakukan oleh seorang wanita.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak
mensyariatkan bahwa yang boleh mengajukan lamaran hanya
laki-laki. Perempuan juga boleh melakukan lamaran dengan
laki-laki yang ia pilih untuk menjadi pendamping hidupnya.
Seperti yang dilakukan oleh Khadijah, Layla Binti Qays, dan
Hafshah binti Umar.

Setiap laki-laki dan perempuan diberikan hak dan
kesempatan yang sama untuk memenuhi apa yang sudah
menjadi haknya, terutama dalam prosesi khitbah baik laki-
laki maupun perempuan sama-sama berhak untuk memilih
siapa yang pantas menjadi pendamping hidupnya.

2. Hantaran
Agama Islam tidak mewajibkan sesuatu sebagai hadiah

bagi wanita yang dipinang ataupun keluarganya. Namun,
Islam juga tidak melarang kita membawa barang hantaran
sepanjang kita tidak mewajibkannya. Hal lain yang perlu juga
diperhatikan adalah bahwa pemberian barang hantaran
hendaknya tidak menyebabkan terhambatnya peminangan.
Pemberian barang hantaran tidak boleh menimbulkan
kesulitan bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sunnah
nabi, apalagi sampai menyebabkan kita tidak sanggup
mengajukan pinangan85.

Hantaran bukan merupakan suatu kewajiban, sifat dari
hantaran ini diperbolehkan selagi tidak memberatkan.
Hantaran harus dibedakan dengan mahar. Mahar merupakan
suatu kewajiban yang berlaku bagi laki-laki, namun hantaran
hanya bersifat suatu kebolehan yang tidak memaksa selagi itu
tidak memberatkan.

Jika hantaran yang dibawakan oleh pihak laki-laki
kepada pihak perempuan pada khitbah laki-laki kepada
perempuan hanya bersifat suatu kebolehan dan bukan
merupakan suatu kewajiban, maka begitupun sebaliknya
hantaran yang dibawa oleh pihak perempuan kepada laki-laki

85Mohammad Fauzul Adhim, Muhammad Nazhif Masykur, Di Ambang
Pernikahan, h.27.
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pada khitbah perempuan kepada laki-laki juga
diperbolehkan.

Mengingat hantaran ini hanya sebagai bentuk hadiah
atau buah tangan saja. Hadiah sendiri merupakan bentuk
penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang
umumnya dikirimkan kepada penerima untuk
memuliakannya86. Hadiah boleh diberikan dari siapa saja
untuk siapa saja. Baik laki-laki dan perempuan boleh dan
berhak untuk memberi dan menerima hadiah.

Salah satu daerah di Indonesia yang melaksanakan
khitbah perempuan kepada laki-laki adalah daerah padang
terkhusus. Pemberian dalam adat padang dikenal dengan
istilah panibo dan pananti. Panibo adalah seperangkat
keperluan anak daro (mempelai perempuan) yang disediakan
oleh laki-laki. Biasanya berupa isi kamar tidur, seperti tempat
tidur, lemari pakaian dan sebagainya sesuai kesepakatan
kedua belah pihak87.

Sedangkan pananti merupakan penyeimbang dari
panibo, berupa pemberian pihak perempuan pada laki-laki.
Biasanya dalam bentuk pakaian sapatagak (lengkap). Pada
sistem ini juga terjadi variasi pada masing-masing daerah.
Ada daerah yang menggunakan, dan ada yang menolak88.

Jika dilihat pemberian yang dilakukan tersebut tidak
menyalahi syariat agama Islam, karena pemberian tersebut
hanya bentuk penghormatan kepada masing-masing pihak.
Dengan demikian hantaran yang dibawa oleh pihak
perempuan kepada pihak laki-laki pada khitbah perempuan
kepada laki-laki tidak bertentangan dengan hukum Islam.

86Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi’i, Asnal Mathalib, (Beirut: Dar
al-Kutub alIlmiyah), h. 566.

87Welhendri Azwar, Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik,
(Yogyakarta: Galang Press, 2001), h. 48.

88Welhendri Azwar, Matrilokal dan..., h. 49.



57

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Khitbah yang dilakukan dari pihak perempuan kepada

pihak laki-laki sudah sesuai dengan kesetaraan gender.
Setiap laki-laki maupun perempuan harus diberikan hak
dan kesempatan yang sama untuk memilih pasangan dan
melakukan khitbah. Begitu juga dengan hantaran yang
dibawakan oleh pihak perempuan kepada laki-laki pada
khitbah perempuan kepada laki-laki sudah sesuai dengan
kesetaraan gender. Kesetaraan gender menginginkan hak
dan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki,
begitupun dalam mengkhitbah dan memberikan hantaran.

2. Khitbah perempuan kepada laki-laki sudah sangat sesuai
dengan hukum Islam. Dalam Islam tidak ada larangan bagi
seorang perempuan jika ia ingin mengkhitbah laki-laki yang
menjadi pilihannya. Hantaran yang dibawakan oleh pihak
perempuan kepada pihak laki-laki pada khitbah perempuan
kepada laki-laki juga sudah sesuai dengan hukum Islam.
Pada hantaran ini merupakan pemberian yang hukumnya
sunnah, maka dapat dilakukan oleh laki-laki atau
perempuan. Dengan demikian, perempuan yang
membawakan hantaran kepada pihak laki-laki tidak
bertentangan dengan hukum Islam.

B. Saran
1. Diharapkan kepada setiap mahasiswa terkhusus yang

mahasiswa Hukum Keluarga Islam, lebih memahami setiap
isu pernikahan terkhusus khitbah agar lebih ditekankan
untuk adanya kesetaraan atau diberikan hak yang sama
antara perempuan dan laki-laki dalam setiap isu-isu
pernikahan tersebut

2. Dengan penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan
dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khitbah
perempuan kepada laki-laki, serta dapat menjadi bahan
bacaan mengenai khitbah yang selama ini hanya dipaparkan
mengenai khitbah laki-laki kepada perempuan.
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